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NOMOR : 36 TAHUN : 2004 SERIL: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Q§
&

TENTANG @ib

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN YAT DAERAH
KABUPATEN BANDU

NOMOR : 8 TAHUN 2004

Q
DENGAN RAHMAT TUHAI\{?/ @N G MAHA ESA

BUPATI 6@%UNG

Menimbang : a. bahwa u ttgsmenunjang tertib pelaksanaan Pemerintah
Daera lu adanya pengaturan tentng Kedudukan
Pro@ dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
b. Bé%a sehubungan dengan hal tersebut serta sesuai dengan
&etentuan ayat (2) Pasal 28 Peraturan Daerah No. 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Cgﬁ) Pimpinan dan Anggota DPRD perlu ditetapkan dengan
Q)% Peraturan Daerah.

Menging% : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Q Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa
\2» Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan LembaranNegara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakya, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nagara Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Ta@n

Lembaran Negara Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 32 Tahun @ tentang
a

Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne hun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Neg or 3839);

. Undang-undang Nomor 33 "%ﬁnun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan A%@ emerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negar % ahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Ne omor 4438);

. Peraturan Pemeri Q}gfs\?\fomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Pr(% er dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota De erwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara T 2004 Nomor 90 Tambahan Lemabaran

Negara,@ or 4416);

10. P an Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang

<§¥

man Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
aerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun

2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 35 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG
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BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 6
Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh P tah
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan de prinsip

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasa ara Republik

Indonesia Tahun 1945. @

Bupati adalah Bupati Bandung. /\2\

otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kes;& Republik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanigli@ya disebut DPRD adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai @ re penyelenggara Pemerintah

Daerah. \
>

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wg&tua DPRD
Ketua adalah Ketua DPRD Kab@ Bandung.

Anggota DPRD adalah me e% ang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota
DPRD dan telah men an sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
By

Sekretariat ad nsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam
omor 12 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan majelis
an Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
erwakilan rakyat Daerah.

D.

10. @mﬂs DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat

11. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk

mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau
pertemuan resmi.

12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang

meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan
sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatn/atau
kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.

SUMBER : BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BANDUNG 4



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan rakat daerah, dalam melaksanakan
tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat Negara, pejabat pemerintah daerah,
serta undangan lainnya.

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan
atau acara resmi.

Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat Negara, pejabat
pemerintah, pejabat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam
acara kenegaraan atu acara resmi. Q)

Tata Penghormatan adalah urutan untuk melaksanakan pemberian ho agi
pejabat Negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah daerah tokoh

masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. %\z»

Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan a Pimpinan dan
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota
DPRD. é\

Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bul %pada Pimpinan dan Angota
DPRD dalam menghadiri dan mengikti rapat- ra(&ﬁlas.

Tunjangan Jabatan adalah uang yang dibe gk&n setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD karena kedudukanny gai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
DPRD.

Tunjangan Alat Kelengkapan ,@ﬁ

Tunjangan Kesejahtera \Eh tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD beru jangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah
jabatan dan perle@annya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka
wafat/tewas d@, uan pengurusan jenazah.

Uang Jas gabdian adalah adalah uvang yang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggo D atau jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan
dengl%h rmat.

%ﬁ&garan Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah
e

24.

25.

ncana keuangan tahuan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas
tertentu dibidangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instansi vertical adalah adalah perangkat Pemerintah Pusat yang melaksanakan
tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah.
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